
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

  

1.1  Latar Belakang  

Perkembangan sektor publik saat ini semakin kuat dengan tuntutan 

masyarakat kepada organisasi sektor publik dalam melaksanakan 

pertanggungjawaban publik. Suatu kebiasaan yang dianggap wajar bagi 

masyarakat umum seperti memberikan suatu imbal jasa dari pelayanan yang 

diberikan kepada pejabat atau pegawai negeri dapat memicu terjadinya suatu 

korupsi. Untuk menghindari korupsi di lingkungan pemerintah sangat diperlukan 

peran dari auditor internal. Audit akan berdampak pada kinerja pemerintah bila 

auditor memahami faktor-faktor yang akan mempengaruhi kualitas audit (Djamil, 

2007).  

Kualitas audit merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan 

audit. Laporan keuangan yang telah diaudit akan digunakan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan (pimpinan perusahaan, pemerintah, karyawan, dan masyarakat) 

dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu pelaksanaan audit harus 

dilakukan dengan baik (Handayani, 2009).  

Sesuai dengan SA Seksi 210 dalam SPAP 2001 audit harus dilaksanakan 

oleh orang yang memiliki pelatihan dan keahlian yang cukup. Auditor dapat 

menghasilkan laporan keuangan auditan dengan kualitas yang baik dan tinggi dari 

kompetensi yang tinggi, keahlian yang dimiliki serta pengetahuan yang banyak 

dan luas.  



 

 

1  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit sebaiknya dipahami oleh 

auditor untuk memenuhi tuntutan sebagai auditor internal pemerintah daerah. 

Auditor pemerintah tidak hanya melakukan tugas pemeriksaan saja, tetapi juga 

melakukan beberapa fungsi konsultatif dan pelayanan dalam rangka peningkatan 

kinerja instansi pemerintah sesuai yang dikehendaki pada saat ini untuk tuntutan 

paradigma auditor internal (Gamar, 2015).  

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan 

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pusat dan Daerah 

merupakan hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah yang terbentuk dalam 

Otonomi Daerah. Kesempatan dan kewenangan oleh otonomi daerah diberikan 

kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara bertanggung jawab 

(Yakobus, 2008). Kewenangan tersebut membutuhkan pengoptimalan 

pengawasan, karena pengawasan bertujuan untuk menekan kerugian negara, 

menjamin kesejahteraan masyarakat dan mengurangi penyalahgunaan wewenang.  

Pengawasan pemerintah daerah dapat dioptimalkan oleh auditor internal 

pemerintah untuk mencegah adanya suatu penyimpangan. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Inspektorat 

merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan 

dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan 

tercapainya suatu kegiatan. Pengawasan internal pemerintah daerah dilakukan 

oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Inspektorat memiliki tugas 

pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, pelaksanaan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.  



 

 

Beberapa kasus yang terjadi saat ini adalah masih kurang optimalnya 

pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat. Inspektorat sebagai auditor internal 

pemerintah tidak dapat mendeteksi temuan audit, akan tetapi temuan tersebut 

ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Beberapa temuan ditemukan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah (APBD) pada kota Malang tahun 2016. Temuan tersebut diantaranya 

berupa tidak terbayarnya pajak, belum adanya pembayaran denda atas tindakan 

yang tidak sesuai spesifikasi serta keterlambatan penyetoran hasil retribusi 

pelelangan ikan.Berdasarkan perhitungan BPK, kerugian dari beberapa temuan 

tersebut mencapai angka Rp 1miliar.
1
  

Tidak hanya di Malang, kasus lain juga terjadi di Pamekasan Madura 

tahun 2017. Pada tahun 2017, BPK memperoleh temuan diantaranya; 1) empat 

pekerjaan infrastruktur yaitu pembangunan dua gedung puskesmas dengan total 

kelebihan anggaran Rp809.403.226,32 dan tiga pekerjaan bangunan irigasi dengan 

total kelebihan Rp95.131.179,32; 2) empat paket pekerjaan jalan, irigasi, dan 

jaringan dengan total kelebihan Rp74.923.111,28; 3) tujuh paket pekerjaan 

konstruksi jalan dengan total kelebihan Rp1.742.667.136,57.
2
Hal ini menunjukkan 

bahwa masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh APIP sehingga temuan-

temuan tersebut ditemukan oleh BPK.  

Beberapa kasus di atas diperlukan penanganan lebih lanjut untuk 

meningkatkan peran APIP dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah yang 

akuntabel. Auditor internal pemerintah dalam inspektorat tersebut harus 

                                                 
1
 Dikutip dari https://radarmalang.jawapos.com pada tanggal 11 Juli 2017 dan diakses pada 

tanggal 30 September 2018.  
2
 Dikutip dari https://radarmadura.jawapos.com pada tanggal 11 Agustus 2017 dan diakses pada 

tanggal 30 September 2018.  

https://radarmalang.jawapos.com/
https://radarmalang.jawapos.com/
https://radarmadura.jawapos.com/
https://radarmadura.jawapos.com/


 

 

mempertahankan serta meningkatkan kompetensi yang dimiliki untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan. Independensi auditor internal harus tetap 

dijaga untuk tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepada pihak manapun. 

Mengingat dengan tersedianya berbagai fasilitas, auditor internal sebaiknya juga 

menjaga profesionalismenya agar tidak melanggar aturan yang berlaku dalam 

melaksanakan tugasnya. Selain menjaga profesionalismenya, auditor juga perlu 

memperhatikan pengalaman kerja agar proses pengauditan dapat berjalan dengan 

lancar.  

Kurang optimalnya pengawasan auditor internal pemerintah menyebabkan 

tuntutan pada auditor untuk lebih kredibel dan mengoptimalkan kinerja. Hal ini 

sesuai dengan Kode Etik APIP Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara (PERMENPAN) nomor PER/04/M.PAN/03/2008, tujuannya 

mendorong budaya profesional dan etis untuk terlaksananya pengendalian audit 

serta terpenuhinya prinsip-prinsip akuntabel untuk terwujudnya auditor yang 

kredibel dalam pelaksanaan audit dengan kinerja yang optimal. Terdapat dua 

komponen dalam kode etik ini yaitu aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut 

prinsip-prinsip perilaku auditor. Prinsip-prinsip perilaku auditor antara lain 

kerahasiaan, kompetensi, integritas, dan obyektifitas.  

Beberapa penelitian mengenai kualitas audit telah banyak dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2010) pada seluruh 

auditor Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah telah berhasil membuktikan 

bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan auditor dalam melaksanakan tugasnya secara 

objektif serta menambah keahlian yang dimiliki dapat menghasilkan audit yang 

berkualitas.  



 

 

 Ardini  (2010)  juga  menemukan  hal  serupa,  yaitu  kompetensi,  

independensi, akuntabilitas, dan motivasi auditor berpengaruh terhadap kualitas 

audit pada seluruh auditor Kantor Akuntan Publik Wilayah Jawa Timur. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat kemampuan yang dimiliki oleh auditor akan 

menunjang kualitas audit yang dihasilkan. Kualitas audit dapat dicapai apabila 

auditor melakukan audit secara objektif, memiliki kejujuran yang tinggi serta 

tingkat kecermatan yang tinggi dalam memeriksa laporan akan menghasilkan 

pekerjaan yang lebih berkualitas.  

Berbeda dengan (Ardini, 2010) dan Wibowo (2010), Ningtyas (2016) 

melakukan penelitian pada Kantor Akuntan Publik se-Jawa Tengah dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisa pengaruh 

independensi, kompetensi, pengalaman kerja dan due professional care terhadap 

kualitas audit. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa 

terdapat pengaruh independensi, kompetensi, pengalaman kerja, dan due 

profesionalisme care terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa 

pendidikan yang dimiliki auditor akan menambah pengetahuan mengenai berbagai 

masalah secara mendalam. Pengalaman kerja yang cukup akan mempermudah 

auditor dalam melaksanakan tugasnya. Kecermatan profesional auditor penting 

untuk menghasilkan kualitas audit yang baik dan menghindarkan terjadinya salah 

saji material dalam laporannya.  

Hasil yang berbeda ditemukan oleh Harsanti (2014) meneliti tentang 

pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme terhadap kualitas audit 

pada auditor di Kantor Akuntan Publik Semarang. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit, namun profesionalisme 



 

 

dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Menurut Harsanti 

(2014), profesionalisme dan kompetensi tidak berpengaruh karena auditor belum 

mampu melaksanakan skeptisme profesional sehingga kesalahan tidak dapat 

dideteksi serta auditor belum mampu menemukan adanya pelanggaran dalam 

laporan keuangan klien.  

Penelitian yang dilakukan oleh Efendy (2010) pada aparat inspektorat di 

Gorontalo telah berhasil membuktikan bahwa kompetensi dan motivasi 

berpengaruh terhadap kualitas audit, namun independensi tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari penentu 

kebijakan dan sering adanya mutasi antar satuan kerja sehingga independensi 

tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.   

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016) pada auditor internal 

inspektorat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil membuktikan 

bahwa pengalaman kerja, kompetensi, dan independensi berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pengalaman kerja yang 

dimiliki auditor inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta serta kompetensi dan 

independensi yang dimiliki auditor tinggi sehingga kualitas audit semakin baik.  

Wijayanto (2017) melakukan penelitian pada auditor internal Badan  

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Penelitian tersebut menyatakan bahwa kompetensi, independensi, profesionalisme 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa auditor internal 

pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keahlian dan berkompetensi 

dalam melaksanakan tugasnya, independensi yang dimiliki auditor tinggi sehingga 

semakin baik kualitas audit serta auditor internal pemerintah  Daerah Istimewa 



 

 

Yogyakarta menambah keahlian, memiliki komitmen profesi dalam menjalankan 

tugas sehingga semakin tinggi profesionalisme auditor.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dua penelitian, yaitu Dewi (2016) 

serta Wijayanto (2017). Sehingga dalam penelitian ini menggunakan variabel 

independen yaitu kompetensi, independensi, profesionalisme, dan pengalaman 

kerja, serta variabel dependen yaitu kualitas audit. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu teori atribusi karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, khususnya pada karakteristik 

personal auditor itu sendiri. Penelitian ini memilih lokasi penelitian pada 

inspektorat kabupaten Bangkalan, dan inspektorat kabupaten Pamekasan karena 

banyak kejadian kasus korupsi terjadi di daerah yang jauh dari pengawasan 

pemerintah pusat terutama di kabupaten Bangkalan, dan kabupaten 

Pamekasan.Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat 

judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit pada Auditor Internal  

(Studi Empiris pada Auditor Internal di Inspektorat Bangkalan dan Inspektorat  

Pamekasan)”.  

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Apakah kompetensi auditor internal pemerintah berpengaruh terhadap 

kualitas audit?  

2. Apakah independensi auditor internal pemerintah berpengaruh  

terhadap kualitas audit?  



 

 

3. Apakah profesionalisme auditor internal pemerintah berpengaruh 

terhadap kualitas audit?  

4. Apakah pengalaman kerja auditor internal pemerintah berpengaruh 

terhadap kualitas audit?  

1.3  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian rumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

menguji dan mengetahui :  

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.  

2. Untuk menguji pengaruh independensi terhadap kualitas audit.  

3. Untuk menguji pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit.  

4. Untuk menguji pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit.  

1.4  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi 

peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan topik audit dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.  

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi 

peneliti selanjutnya terkait pengembangan teori pengaruh kompetensi, 

independensi, profesionalisme, dan pengalaman kerja terhadap kualitas 

audit. 

 

 

 



 

 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  

Manfaat yang didapatkan peneliti yaitu menambah pengetahuan 

terkait pengaruh kompetensi, independensi, profesionalisme, dan 

pengalaman kerja terhadap kualitas audit.Peneliti juga mendapatkan 

ilmu serta pengetahuan selama menjalankan penelitian ini.  

b. Bagi Auditor  

Diharapkan auditor dapat membawa organisasi ke arah yang lebih 

baik terutama pada inspektorat Kabupaten Bangkalan. Serta auditor 

dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit 

untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 


